
“Dalam kuartal keempat tahun

2020, perekonomian DIY masih mi-

nus. Untuk itu semua program yang

masuk dalam APBD harus bisa

terus berjalan. Begitu juga yang dari

Danais maupun APBN. Kalau ada

yang bisa dilelang di awal tahun,

bisa segera dilakukan, jadi tidak per-

lu diundur,” kata Sri Sultan Ha-

mengku Buwono X dalam Rapat

Realisasi APBD di Ndalem Ageng,

Kompleks Kepatihan, Selasa (16/2).

Dalam rapat kali ini diikuti oleh

dua OPD di lingkungan Pemda DIY,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan ESDM DIY dan

Dinas Kebudayaan DIY. Sultan

mengungkapkan, dalam kondisi

pandemi Covid-19 seperti sekarang,

pertumbuhan ekonomi tidak bisa

hanya mengandalkan investor.

Untuk itu Sultan mendorong su-

paya proyek-proyek pembangunan

bisa dipercepat. Semua itu perlu di-

lakukan supaya jumlah uang yang

beredar di masyarakat makin

banyak dan bisa mendorong per-

tumbuhan ekonomi di DIY. 

“Saya berharap proyek-proyek

pembangunan kalau bisa diper-

cepat, agar jumlah uang yang

beredar di masyarakat makin

banyak. Karena saat ini kita butuh

pertumbuhan ekonomi yang lebih

baik, proyek jangan sampai rendet,

nanti pertumbuhan ekonomi juga

turun,” ungkap Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah

(Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara

Aji yang ditemui usai rapat menga-

takan, rapat kali ini merupakan tin-

dak lanjut dari rapat-rapat sebelum-

nya dengan kepala-kepala OPD di

Pemda DIY. Hari ini giliran Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan

ESDM DIY dan Dinas Kebudayaan

DIY. Untuk Dinas Kebudayaan DIY,

Gubernur DIY memberi arahan ten-

tang bagaimana mengatur pentas-

pentas yang ada di Dinas Kebuda-

yaan DIY, maupun yang ada di

bawah kabupaten/kota. Adapun

salah satu tujuannya agar bisa

menghidupi para seniman dan bu-

dayawan. Jadi bentuknya tidak

harus dalam bentuk BLT, tapi

melalui penyelenggaraan pentas-

pentas kebudayaan.

“Ngarsa Dalem menyampaikan

agar segera memanfaatkan dana-

dana APBD, Danais, maupun APBN

dalam rangka melakukan per-

cepatan pertumbuhan ekonomi DIY.

Karena belanja-belanja swasta saat

ini banyak yang macet, sehingga

yang bisa diandalkan hanya belanja

pemerintah,”  terang Sekda.

Dalam kesempatan itu, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum, Perumah-

an dan ESDM DIY, Hananto Hadi

Purnomo melaporkan, terdapat 52

paket proyek yang ditargetkan sele-

sai lelang dari awal 2021 hingga

Maret 2021. Jika setiap proyek di-

mulai dengan 10 persen dari total

dana proyek, diperkirakan Rp 227

miliar segera bisa beredar di masya-

rakat. (Ria)-f
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Efektivitas PPKM di Yogya Mulai Terlihat

Potensi ZIS Kota Yogya Rp 21 M/Tahun

KR-Ardhi Wahdan

Walikota Yogya menyerahkan surat keputusan pelan-

tikan kepada Ketua Baznas Kota Yogya 2021-2026.

YOGYA (KR)- Potensi za-

kat infak dan sedekah (ZIS)

di Kota Yogya tercatat men-

capai Rp 21 miliar pertahun.

Angka tersebut merupakan

hasil kalkulasi dari jumlah

penduduk Kota Yogya yang

beragama Islam hasil survei

penduduk tahun 2020.

Walikota Yogya Haryadi

Suyuti, mengemukakan

83,59 persen atau 345.520

orang di Kota Yogya meme-

luk agama Islam. Angka

tersebut merupakan be-

saran yang potensial untuk

menggerakkan perekonomi-

an umat. “Dari angka itu

bisa dilihat potensi ZIS da-

lam satu tahun yakni Rp 21

miliar,” ujarnya di sela

melantik jajaran pimpinan

Badan Amil Zakat Nasional

(Baznas) Kota Yogya periode

2021-2026 di Balaikota,

Selasa (16/2).

Jajaran pimpinan yang di-

lantik ialah Ketua Drs H

Syamsul Azhari, Wakil

Ketua I Wahyu Teja Raharja

SE, Wakil Ketua II Drs Abul

Samik, Wakil Ketua III

Muhammad Iqbal SE, dan

Wakil Ketua IV Dr Adi

Soeprapto SSos MSi.

Haryadi menambahkan,

dari total potensi ZIS terse-

but Baznas Kota Yogya sela-

ma ini mengelola sekitar 30

persen atau Rp 6 miliar tiap

tahunnya. Sedangkan 70

persen sisanya atau Rp 15

miliar dikelola oleh Lembaga

Amil Zakat (LAZ) lainnya.

“LAZ itu jangan dianggap se-

bagai kompetitor. Mereka ini

kan lebih spesifik. Tetapi

Baznas harus mampu men-

jadi contoh bagi keberadaan

LAZ,” tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya

meminta jajaran pimpinan

maupun pelaksana mampu

menekankan azaz pengelola-

an yang amanah, profesio-

nal, transparan dan akunt-

abel. Pengelolaan yang

demikian akan menjaga dan

meningkatkan tingkat ke-

percayaan umat dalam

menyalurkan ZIS. Sehingga

ZIS yang dikelola Baznas

Kota Yogya pun potensial un-

tuk terus bertambah.

Sementara kinerja Baznas

Kota Yogya selama ini me-

nunjukkan tingkat keper-

cayaan yang semakin bagus.

Selain menjadi percontohan

dalam proses pengelolaan

ZIS secara syariah, dalam

pelaporan keuangan juga

tak pernah luput dari

predikat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Laporan keuangan tahun

2020 lalu pun optimis mam-

pu kembali meraih opini

WTPuntuk sepuluh kalinya. 
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YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku
Buwono X mendorong seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Pemda DIY untuk segera merealisasi-
kan belanja yang telah direncanakan. Realisasi belanja
mencakup seluruh kegiatan yang sumber pendanaan-
nya dari APBD, Danais, maupun APBN. Hal itu agar
seluruh kegiatan bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak
dipusatkan di akhir tahun.

YOGYA (KR) - Setiap

pengemudi kendaraan ber-

motor (ranmor) wajib memi-

liki surat izin mengemudi

(SIM), sesuai dengan jenis

kendaraannya, mulai dari

sepeda motor, mobil, bus,

atau truk. Ada dua jenis SIM

yang diterbitkan oleh ke-

polisian, yakni perorangan

dan umum. SIM perorangan

diperuntukkan untuk priba-

di, tidak komersial. Sedang-

kan SIM umum diperuntuk-

kan bagi pengemudi kenda-

raan umum atau angkutan.

Hal tersebut disampai-

kan Kasi SIM Subdit

Regident Ditlantas Polda

DIY Kompol Sugiyanto

SSos MA, Selasa (16/2).

Dijelaskan, kewajiban me-

ngenai kepemilikan SIM

diatur dalam pasal 77 ayat

(1) nomor 22 tahun 2009.

Dalam ayat tersebut dise-

butkan bahwa orang yang

mengemudikan kendaraan

bermotor tanpa SIM akan

dipidana paling lama 3 bu-

lan atau denda paling

banyak Rp 1 juta. Dengan

demikian kepemilikan SIM,

sifatnya mutlak bagi penge-

mudi kendaraan bermotor.

Mengenai syarat-syarat

kepemilikan SIM meliputi

kelayakan umur minimal 17

tahun (dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk/

KTP), hasil cek kesehatan,

dan hasil tes psikologi.

Setelah memenuhi syarat ad-

ministrasi, pemohon SIM

wajib menjalani ujian teori

dan praktik sebagai peleng-

kap bahwa yang bersangkut-

an sudah layak mengemudi-

an kendaraan bermotor.

“Semua persyaratan tersebut

harus dipenuhi pemohon

SIM.” tandas Sugiyanto.

Khusus untuk SIM B1, B2,

AUmum, B1 Umum, dan B2

Umum, pemohon SIM harus

menyertakan sertifikasi uji

kelayakan dari LPK yang di-

rekomendasikan pihak ke-

polisian dan sertifikat klinik

pengemudi (klipeng) yang

diterbitkan Ditlantas Polda

DIY. Sertifikasi dari LPK dan

klipeng harus dimiliki bagi

pemohon SIM baru, SIM per-

panjangan, maupun SIM hi-

lang. “Sertifikasi dari LPK

dan klipeng yang diterbitkan

Ditlantas Polda DIY masa

berlakunya hanya enam bu-

lan,” jelas Sugiyanto.

Klipeng merupakan

salah satu dokumen yang

digunakan oleh pemilik

kendaraan yang ingin men-

dapatkan SIM dengan sifat

pengalihan atau peningkat-

an status. Selain diwa-

jibkan bagi pemohon SIM

baru, klipeng juga

disyaratkan bagi pengemu-

di yang berniat memper-

panjang masa berlaku SIM.

Sugiyanto menjelaskan

klipeng hanya diterbitkan

oleh Ditlantas Polda DIY,

sebagai pelengkap ketika

seseorang hendak memo-

hon SIM B1, B2, A Umum,

B1 Umum, dan B2 Umum

di masing-masing wilayah

jajaran Polda DIY. Sebelum

mengajukan permohonan

klipeng, seseorang harus

pula menjalani cek kese-

hatan dan tes psikologi.

Hal itu untuk memastikan

kondisi kesehatan jasmani

(cek kesehatan) dan kese-

hatan rohani (tes psikologi).

Selain itu, pemohon klipeng

harus menjalani uji simula-

tor, sebelum diterbitkannya

klipeng. (Hrd)-f

YOGYA (KR) - Efektivitas kebijakan Pemberlakuan

Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Yogya

diprediksi sudah mulai terlihat. Hal ini seiring angka kasus

mingguan yang berangsur menurun usai dua minggu PP-

KM jilid pertama digulirkan.

Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19

Kota Yogya Heroe Poerwadi, efektivitas PPKM memang

baru bisa dilihat setelah dua pekan dijalankan. “Masa

inkubasi virus Korona ini kan 14 hari atau dua minggu.

Jadi ya dua minggu setelahnya sudah bisa diketahui sejauh

mana efektivitasnya,” tandasnya, Selasa (16/2).

Berdasarkan grafik perkembangan kasus Covid-19 se-

cara mingguan yang tercatat di satgas tingkat kota, sejak

pandemi pada Maret lalu kasus tertinggi berada pada

minggu ke-44 yakni dengan 501 kasus. Pada saat itu juga

PPKM jilid pertama digulirkan. Kemudian mulai minggu

ke-47 terjadi tren penurunan hingga minggu ke-49 saat ini.

Pada minggu ke-47 tercatat 406 kasus, minggu ke-48 ada

271 kasus dan minggu ke-49 kemarin 241 kasus.

Sementara minggu ke-50 datanya baru akan terupdate pa-

da akhir pekan ini. “Paling mudah melihat perkembangan

kasus memang secara mingguan. Jika didasarkan pada ka-

sus harian, maka dinamikanya tinggi. Dulu pernah ada

hari-hari yang cukup rendah namun setelahnya melonjak

tajam. Setelah ditelusuri ternyata karena kendala teknis di

laboratorium,” urainya.

Meski efektivitas dari PPKM sudah terlihat, namun

dampak libur panjang perayaan Imlek kemarin juga perlu

diwaspadai. Terutama setelah dua minggu ke depan sesuai

masa inkubasi virus. Hal ini karena setiap kali selesai libur

panjang kerap diikuti dengan lonjakan kasus yang cukup

tinggi.

Meski demikian, Heroe berharap dengan PPKM jilid keti-

ga yang mendasarkan pada pengendalian di tingkat mikro,

maka potensi penyebaran bisa semakin ditekan. Apalagi se-

mangat PPKM baik jilid pertama hingga ketiga kali ini

ialah mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat.

Dengan adanya posko di tiap RT, maka bentuk pengenda-

lian bisa semakin efektif. (Dhi)-f

PERMOHONAN BARU DAN PERPANJANGAN SIM

Cek Kesehatan-Tes Psikologi Syarat Mutlak

YOGYA (KR) - Berbagai kasus pemulasaraan jenazah

Covid-19 yang ditangani tenaga medis di rumah sakit

membuat masyarakat resah. Hal ini terlihat dari

meningkatnya masyarakat yang ingin membawa pulang

jenazah pasien Covid-19. Bukan karena masyarakat tidak

mematuhi protokol, tetapi pemulasaraan jenazah Covid-19

selama ini hanya dipandang dari perspektif kesehatan. 

“Sementara masyarakat kita ini relijius. Sebab itu perlu

dipadukan antara perspektif kesehatan dengan keaga-

maan dalam mengurus jenazah,” kata Senator asal

Yogyakarta Dr H Hilmy Muhammad MA dalam Pelatihan

Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Pondok Pesantren Al-

Munawwir Krapyak Yogyakarta, Selasa (16/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut pengasuh Pondok

Pesantren Al-Munawwir Krapyak sekaligus perwakilan

PW RMI NU DIY KH Fairuzi Afiq Dalhar, Ketua PW

LKNU DIY dr H Ali Mahfudz dan praktisi pemulasaraan

jenazah Ustadz Ahmad Fauzan SThI MSi.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mencon-

tohkan ada kasus meninggal karena Covid-19. Ketika di-

tanyakan kepada pihak rumah sakit bagaimana proses

pemulasaraannya, dijelaskan bahwa pada tahapan peman-

dian jenazah tidak seperti pada umumnya. Melainkan di-

lakukan dengan memakai tisu basah. Hal tersebut tentu

menjadi keprihatinan sendiri. 

“Bagi yang paham, pasti menginginkan jenazah keluar-

ganya untuk diurus sendiri. Sementara ada hal-hal dikha-

watirkan pihak medis. Ada yang berhasil membawa je-

nazah pulang meski dengan sedikit ketegangan. Bagai-

mana dengan masyarakat yang tidak bisa membawanya

pulang ? Ini bisa terjadi pada siapa saja, karena kita hanya

menerima jenazah sudah dalam keadaan dibungkus rapi di

dalam peti. Pelatihan ini mempertemukan perspektif kese-

hatan, keagamaan juga budaya,” ujar wakil Rois Syuriah

PWNU DIY tersebut.

Menurut anggota Komite III DPD RI yang membawahi

urusan kesehatan ini, banyaknya pasien Covid-19 yang

meninggal membuat tenaga medis kewalahan.        (Feb)-f

KR-Haryadi

Kompol Sugiyanto SSos MA

NU DIY Siapkan Relawan
Pemulasaraan Jenazah Covid-19


